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LURAH GILANGHARJO 

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL 

 

PERATURAN KALURAHAN GILANGHARJO 

NOMOR 13 TAHUN 2023 

TENTANG  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GILANGHARJO 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LURAH GILANGHARJO 

Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 

Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 

2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 

pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, 

efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam 

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju 

masyarakat adil, makmur dan sejahtera; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 

Anggaran 2024; 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 

4.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah 

Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 59); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa; 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa; 



3 
 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang 

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 1424); 

11.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5  Tahun 2020 

tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2020 Nomor 5); 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);  

13.Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata 

Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2021 Nomor 77); Peraturan Bupati Bantul Nomor 

86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86); 

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2022 Nomor 59); 

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata 

Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahn (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60); 

16.Peraturan Kalurahan Gilangharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Gilangharjo 

Tahun 2020 Nomor 7); 

17. Peraturan Kalurahan Gilangharjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 

2022 – 2028 (Lembaran Kalurahan Gilangharjo Tahun 2023 

Nomor 6);   

18.Peraturan Kalurahan Gilangharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Gilangharjo Tahun 2024 

(Lembaran Kalurahan Gilangharjo Tahun 2023 Nomor 7). 

19. Peraturan kalurahan Gilangharjo Nomor 12 Tahun 2023 

tentang Kedukukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, 

Anggota Badan Permusyawaratan, dan Staf Honorer Kalurahan 

Gilangharjo Tahgun 2024(Lembaran Kalurahan Gilangharjo 

Nomor 12 Tahun 2023). 
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Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GILANGHARJO 

Dan 

LURAH GILANGHARJO 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan :  PERATURAN KALURAHAN GILANGHARJO NOMOR 13 TAHUN 

2023 TENTANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA KALURAHAN GILANGHARJO TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gilangharjo Tahun Anggaran 2024 

adalah sebagai berikut : 

No Uraian Anggaran (Rp) Keterangan 

1 Pendapatan Kalurahan 

  a. Pendapatan Asli Kalurahan 431.453.550 PAD 

  b. Pendapatan Dana Transfer 6.601.613.839 DD, ADD, BKK, PBH 

  c. Pendapatan Lain Lain 16.214.644 Bunga Bank 

  Jumlah Pendapatan 7.049.282.033   

2 Belanja Kalurahan 

  a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan 2.724.556.360   

  b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan 3.694.670.500   

  c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 469.550.900   

  d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 576.496.679   

  e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat    dan Mendesak 191.600.000   

  Jumlah Belanja 7.656.874.439   

  Surplus/Defisit -607.592.406   

3 Pembiayaan Kalurahan 

  a. Penerimaan Pembiayaan 672.592.406   

  b. Pengeluaran Pembiayaan 65.000.000 Penyertaan Modal 

  Selisih Pembiayaan 607.592.406   

4 Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran 0   

 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini. 


























































































